PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR™T TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pagal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susuran Perangkat Daerah
Kabupater Pesawaran ditetapldan eleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas telmis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
EBadan Daecrah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masvaraka® dr daeral agar berialan lancar, tertib, berdayvaguna.

dari  berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Bupati:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
nurul a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Urganisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan;; Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4438):

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Prowinsi Lampung [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indomesia Nomar 47449);

4. Undang Nomor |4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megarg Republik
Indonesia Nomor 5234, sehagaimana telah diubah dengan
Undang-lIndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Dipindai dengan CamScanner



#

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Noemor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nermnr b
Undang Namor 12 Tahun 2011 tentang Pemhbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nemor 2234}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentyukan
Peraturan Perundang-undangan (Lemhbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Wegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomar 244 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Mumor 258 7, BEORREIMANA telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1] Tahun 2020 tentang Cipta
keérja |Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 657.1);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nemar 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560 4

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Megara
repu bbb Irclonesia Nomon Ald|,

Peraturan  Pemerntah  Nomor 12 Tahum 2019 tentang
Pengelolaan Keyangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noamar 6322);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomaor 157);

I3 Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 12 Tahun 2017 tent

ang
Heciaman Pemibwn

uraEn dan nlasifikasi Cabang inas dan Unis
Pelaksana Teknis Dacrah:

14, Peraturan Menten Dalam Megen Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaar

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 144 T):

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahyn 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Dacrah kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 I

16. Peraturan Supati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan - PERATURAN NUPATI TENTANG PEMBENTUHAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAM SBATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FEBAWARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran,

2. Bupati adalah Bupati Pesawaran. :

3. Dinas Pendidikar, dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran vyang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Fesawararn.,

9.  Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untul melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan

widvaan Kabupaten Praguaran
£ ~aruan Pendidikan adalah Uit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
Uerbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di

kabupaten Pesawaran.

=

Satuan Pendidikan Formal ¥ang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok

Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, :
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8  Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidilkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnva
disingkay SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

Sl paElen Fesao arin

salunn Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri vang selanjutnya disinghkat SPF

50 Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Megen di Kabupaten
Pesawaran,

12, Batuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya

disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran,

13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan

Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layvanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal

14. Program Pendidikan Non Forma) yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
rendidikan  ketrampilan dan  pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

¢l R a3 dilupakan untuk mengembangkan Kemampuan peserta

L] Fa kil Skl gk

tatlik

la. Frogram Pendiudikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 5 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuld pendidikan lebih lanjut.

16, Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1} Dengan Feraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan
Pendihikan pada Ninas terdis atas

# 5PF TK Negen;

SPF 30 Negen;

SPF SMP Negeri; dan

SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

7 TR L I =

(2] Nemenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran [ sebagai
Daglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BABE Il
KEDUDUIAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Eedudukan

Pasal 3
LPTE: Satuan Pendidikan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan -
#. keglatan teknis operasional; dan/atau
b kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2] UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

(3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4} Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimalesud pada ayat (2
merupakan jabatan fungsional guru bagei SPF dan pamong belajar bagi SPNF
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Panal 4
(1} Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdirs dari :
a. HKepala Sekolah;

b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
¢ Kelompok Jabatan Pelaksana.

{2} Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupat ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1l UPTD Satyan Pendidikan adalah Kepala'Sekolah dalam ranigka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

(2} UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2] mempynyai fungsi :

a. melaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
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{1

{2)

(1)

melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olahraga dan keseniar pelajar di sekolah.

melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidik, tenaga
kepencdidikan di sekolah.

Vet einibe e et akier peserta didik,

melassanakan adminisirasi ketatausahaan, kesiswaan. ketenagaan, sarana
prasana dan keuangan,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fugasnya.
melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan,

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
Jabatan fungsional guru atauy pameng belajar yang diberikan tugas tambahan,
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi :

rl

Melrgurganisasikan, mengarahkan. mengoordinasikan dan MEeNgawas proses
kegiatan belajar mengajar;

menyelenggarakan administrasi perencanaan, PENgoTganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum. kesiswaan,
kKetatausahaan, ketenagaan dan garana/prasarana; dan

mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuaj dengan keahlian dan kebutuhan yang

Aalam melaksanakan tugssnva herada dibaw

ah dan hertanggung jawab kepada

Pl e r ik

helumpuk Jabalan Fungsiwnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
lungsi :

a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;

b, melaksanakan kegiatan pembelajaran;

€. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran:
d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian:

e,

menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
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f. melaksanakan pengimbasan pengetahtian kepada guru lain dalam proses
kegiatan belajar mengajar;

b chmabksanakan pemlbuatagy alet pelaaran falat pEraga,

teomenumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positifl peserta
didk;

I. mengadakan pengembangan program pengajaran vang menjadi tanggung
Jawabnya;

J- membuat catatan tenitang kemajuan hasil belajar;
k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran:
I melaksanakan tugas lain sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelempok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

Relnmrale Ighatan Pelglsssn sehagairmana dimaksud pada pazal 4 hury m
MeTupekan  tenagas  keoendidikan bertugas melaksanakan administrasi
pelipelolaan dan pelavanan tekrus untuk menunjang proses pendidikan pada
Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah,

[2]  Kelompok Jabatan Peiaksana terdiri dari jabatan pelaksana.

(3] Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari
a. Pengadministrasi Umum;
b. Pengadministrasi Keua:ngan;
c. Fengadministrasi Kepegawaian: dan
d. Jabatan Pelaksana lain sesual ketentuan peraturan perundang- undangan.

1%) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB v
ROORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasgl 9

{1} Dalam rangka percepatan dan efisjensi serta koordinasi layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan dj wilayah Daerah, dibentuk Koordinatar Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, Yang dipimpin aleh seorang Koordinator,

(2] Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dipimpin oleh seorang Koordinator vang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagaj pejabat fungsional, atay dar Pegawai Aparatur Sipil

Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
minimal [l /c.
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petidl dater Wildyah hecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

avat |11, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
perselujuan Bupat,

(%1 Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur

Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah
Pendidikan Kecamatan,

(3] Koordinater Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan stbagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

(6] Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
melaksanakan pengadministrasian syl kenat

kan pangkat dan angka kredi
Perndl s dan wenaga kependidilkan,

r melaksanakan koordinasi lomba-lomba ¢j wilayah kerjanya;
d. melaksanakan tugas administras; di lingkungan keordinator wilayah; dan

¢, melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Keordinator Wilayah, Kelompok
Jabatan Pungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan fatau antar
unit lainnya,

(2] Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
st bra reriadi frvimpEangan-apar mengambil langkah-langkah vang diperlukan.

'V Setiap  pimmnan satuan Grganisasi  bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoondinasi bawahar masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4} Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu,

(3] Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6] Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atzean, tembusan lapoeran

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
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BAE VII
HETENTUAN PENUTUP

Pasa! 11

nepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagal 12

Fasal 13

Peratiran Rupati ini mulat berlalk sfiak ranggal diundangkan

Agar seliap oreng mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
HLNgEn penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran

Ditetapkan di Ged ong Tataan
Pada tangga) = Jenmari 2n27

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamuari 2022

Plh. SEKRETARIS DA.E-‘A_H Knyiﬁam PESAWARAN,

-

BERITA DAEFAH KABUPATEN FESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR =3¢
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